GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 3% TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompois
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh
oleh kelompok jabatan fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birckrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerab;

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilak ukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapk an Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nesara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35887)
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
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9. Peraturan Menteri Pendayao"unaan - Aparatur Ne'gs;ra'ﬂf
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang -
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan S
Fungsional (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun'j -
2021 Nomor 525); S

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara’tur Negara. R
dan Reformasi Birolkrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang -~
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada’ Instansi'f_'_ e
Pemerintah untuk Penyederhanaan erokram (Bers.ta{-'
Negara Republik Indonesia Takun 2021 Nomor 546) N

11. Peraturan Daerah  Nomor 8 ’I‘ahun 2016 tentanof"; SR
Pembentukan dan Susunan Pelanglaat Daaah Provz:nsl-;f._-_ e
Kalimantan & Barat (Lembaran —Daerah  Provinsi - =~ =
Kalimantan Balat Tahun 2016- Nomor 8 Tambahan'_' o _
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) .~ = = ..
sebagaimana telah diubah beberapa Kali ‘dan ter akhir e
dengan Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahari Kedua -Atas Per aturan Daerah”.:‘
Nomor 8 : Tahun 2016 - ten’cang Pembentukan dan - = i
Susunan Peranﬂkat Daerah ‘Pr ovinsi Kallmanta;n Barat Smmane
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun = o
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaian Daezah onwnsi_f_g-.;-.-_1'-'-_-
Kalimantan Barat Nomor 5), | e S

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUI&AN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAHi?tQE;U
PROVINSI KALIMANTAN BARAT." g

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pememntahan oleh-fj._i' S
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah menurut' asas:’ =~ ©
otonomi dan tugas pembantuan :dengan prinsip- otonozm seiuas 11,138113;&-":'-_";_'._{3 e
dalam sistem dan prinsip’ Negara Kesatuan- Repubhk Indonema'{e S
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repubhk G
Indonesia Tahun 1945, T : ST :

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur Sebag::u _ ’unsur penyelenggma*-;_-_-':' Ll
pemerintahan daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemermtahan"-_'f'
vang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. - -
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Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. | p : _
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selan Jutnya

disingkat Bapenda adalah unsur penunjang urusan pemerlntahan di- |
bidang keuangan sub urusan pendapatan -daerah - yang menjadl =

kewenangan daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah. '_PI‘O_VIHSI...: |
Kalimantan Barat. R

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis peénunjang pada Badan Pendapatan Daerah' P

Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara vang selangutnya disingkat ASN aﬁalah prof esi bagx' g ':
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah- dengan peuan 31an ket}a yang' Ca

bek erja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dlsebut Pegawaz ASN el
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah déngan- perjanjlan

kerja vang diangkat oleh pe_]abat pembina kepegawaian dan diserahi tugas . . °
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara Iamnya dan SRR

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS .adalah warga negara_:ff_'_ e e
Indonesia yang memenuhi syarat tertenty, diangkat sebagal Pegawai ASN© oo
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian un‘tuk mendudukl jabatan-: e B

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah. sekelompok jabatan yang. bens1 f ungsi : dml
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmlstrasx pemermtaha_ﬂ Car

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai - ASN yang menduduk1 Jabatan_"i.:'_ 3:':_':5 £

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. -

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berzsz fungsz dan L

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdas&u kan pada'. o
keahlian dan keterampilan tertentu. C : :

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang. mendudukz Jabatam i i '_:

Fungsional pada pemerintah Prownsz Kalimaritan Barat.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam . Jabaian Fungszonal yangf;"' e Sl
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat'ﬁ;_
Administrasi ke dalam Jabatan F‘ungsxonai melalui Penyesualan/ Inpusszn J;{_ B

pada jabatan fungsional yang setara.

Pendapatan adalah penerimiaan daerah - _daiam .ré;ﬁgka' pé'.iéikSéhﬁah?

desentralisasi yang bersumber dari pendapatan asli ~daerah, danafﬁ_":'- e

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang ‘sah: s

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dlakul sebagar;';: : _'_.::'_::_
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaranf R,

berkenaan.

Pajak Daerah vang selan Jutnya disebut pajak’ adalah kontr1bus1 w'131b":'_.". i
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi afau badan yang bersifat A
memak sa berdasarkan undang-undang, dengan tldak mendapati«_an i BRI
imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepex 1uan dam ah bagl e

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas’ kepemﬂzkan dan/atau S

penguasaan kendaraan bermotor.

BEESA
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Kendaraan bermotor adalah semua kendaran heroda  beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berUpa motor atd\l peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai alkibat perjanjan dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan lain-lain PAD adalah pendapatan asli daerah yang sah antara
lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bagi Hasil Pajak adalah realokasi sebagian penerimaan pajak pemerintah
yang lebih tinggi kepada Daerah.

BAB 1I
KEDUDUKAN

Pasal 2

Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Gubernur melaiui Sekretaris Daerah.

BAB 1li
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Bapenda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapenda
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

0

perumusan program kerja di bidang pendapatan daerah;

perumusan kebrjakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi
hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan dan pengendalian;

pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain,
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem
informasi, pembinaan dan pengendalian;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan
pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pajak,
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan,
pengembangan  pendapatan, sistemn  informasi, pembinaan dan
pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi, pendapatan
lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan,
sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;
pelaksanaan administrasi di lingkungan Bapenda; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasals

Susunan Organisasi Bapenda terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekvetariat;

c. Bidang Pajal;

d. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbangan;

e. Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian;

f.  Unit Pelaksana Teknis; dan

¢ Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Bapenda sebagaimana tercantum dalam Lamipiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) huruf e
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membma, e
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan - - -
Bapenda di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturanf“--."-
perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 Kepala"f'
Badan mempunyai fungsi : '

a. penetapan program kerja di bidang pajak, retribusi, pendapatan lam-lam, 3
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengémbarigan pendapatan Slstem’ S
informasi, pembinaan dan pengendalian; _ Sih e

b. perumusan kebijakan di bidang pajak, retrlbugt pendapatan laun lenn bagl_'_'___ o =
hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, . S1stem N
informasi, pembinaan dan pengendalian; : L Sl : e

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pajak, retrlbu&n pendapatan leun—laln : 2
bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan" pendapatan &stem R
informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan pera’curan- AR
perundang-undangan; : ' SR

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di- badang paja;k zet1 1'%3133: Ry
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perxmbangan pengembangan I
pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian; o

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pajak retrlbus1 S i
pendapatan lain-lain, bagi hasﬂ pajak, dana penmbangan, pengembangan} L
pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendahan ol : S

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan- fungm ch Imgkumgan
Bapenda, el : .' e

g pelaksanaan monitoring dan evaluasi penvelengga;t qan reformam bu‘olu*a& P
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Bapenda; ' o i T :

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dx e B
bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain,” bagi -hasil pa;ak dana - S
perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem’ 11‘1?013’11&51 pembmaan B ity
dan pengendalian; _ ' EE

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan L
perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lam Iam bagif g _:.:_' B
hasil pajak, dana perimbangan, peﬂgembang&ﬂ pendapata_n &_is'iem:'3.'.-"_'3"_-:.'-"::-. HES
informasi, pembinaan dan pengendalian; dan e

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuarl d& bldang pendapatan-;_' S
daerah vang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan pelaturan'z-f--;j St
perundang-undangan. ' >
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,. diplmpln

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada_-_:'j

Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan ‘bahan perumusan kebgakan dl':_
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatm keuangan S
dan aset, serta bertanggungjawab mermimpin pelaksanaan seiumh kecnatan

pelayanan dan administrasi di lingkungan Bapenda.

Pasal 10

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretanati.jié SO e

mermpunyai fuingsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kesekre‘cal 1atan

b. penyiapan bahan dan perumusan kebz;akan di bldang rencana ]«:er Ja S

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan ase*t

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana keij Ja, monfcm mg ﬁ:ia_n St

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan- aset

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di - bldancf rencana k@l ja, _:} S

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan- aset: dz_ E
lingkungan Bapenda sesuai k etentuan peraturar perundanmundangan :

e. pelaksanaan urusan di bidang pengumpulan  dan pengohhan bahan L
laporan pertanggungjawaban, laporan penyvelenggar: aan pememmah daerah
dan laporan kinerja, pengumpulan ‘dan . pengeiolaan informasi dan o : L
dokumentasi, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemehhal aan';-:fs'j;_?-' S b
dan pengamanan aset di lingkungan badan - sesuai- ketentuan peraturan-.@f'?' S

perundang-undangan;

f. pemberian dukungan pelayanan admmlstra51 di :bidéng penyusunan
rencana Kkerja, monitoring dan evaluasi umum daﬂ ' '_a.’paf&tiir,' -‘.'__Sefta': L

keuangan dan aset di lingkungan Bapenda;

g penyelarasan dan kompilasi penyusunan rericana kerj ja d1 1111gkungan'f'_::_- ﬁ_ ey

Bapenda sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan

h. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntablhtas-;;; e

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan pubhk d1 1113g1~:ungan_'_':-:_;':ﬁ_"':-.i’.{ i

Bapenda;

i. pengawasan terhadap pelai{sanaan tugas dan fungsz d1 111‘1g1<;ungan 3':: 3::-_-;__'

Sekretariat;

j. pemberian saran dan perumbangan kepada hepala, Badan _berkenaan L

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

\ K .
i
%
i
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pe}aksanétan' |
tugas dan fungsi di lingkungan Bapenda; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian
Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh yseorarig' ;

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada - |

Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 |

ayat (1), mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di = -
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan laeglatan sesual -

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub

Pasal 13

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

g.pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan e:iengan S

h.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakai i b1dang o S

umum dan aparatur di lingkungan Bapenda;

pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang '- -aparatur - dan-
organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kearsipan, hukum dan
kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peratm an
perundang-undangan; ' ' '

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dari . fungsi --_;di" _ : :

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bid&mg
umum dan aparatur;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub"
Bagian Umum dan Aparatur; -

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Iaporan terhadap' -:' o

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dlserahkan'_; 2

oleh seloretaris.
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Bagian Kelima
Bidang Pajak

Pasal 14

Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat m huruf (o dzplmpm'::_ .. o
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah - dan bertanggung}awab LR

kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bldang Pajk _mempunyai tugas menyzapkan bahan dan me1 umuskan sl

kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertzmbangan keberatan dan e
sengketa pajak, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegxatan IR

pelayanan dan administrasi di bidang pajak.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa::,al 15 Bzdaﬂg e .

Pajak mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bidang Pajak; _ : B
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms d1 bldang pa;ak'_-

kendaraan bermotor dan bea balik nama  kendardan bermotor, pajak ; ';.

daerah lainnya, dan pertimbangan keberatan dan seflgketa pajalg

C. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemenntahan di- bldang pajak' : i ;
kendaraan bermotor dan bea balik nama -kendaraan  bermotor, pajak_ A
daerah lainnyza, pertimbangan keberatan -dan - sengk&ta pajak ssesualt-

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtahan daerah dll:._;::j'; . ":
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea “balik nama- kenda:laan;;- R
bermotor, pajak daerah lainriya, pertimbangan keberatan dan sengketa;_f SR

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; = . - -

e. pengoordinasian terhadap pelaksaﬁaz-m tugas - di bldang pajak I{endaraan :ﬁ'_'_i :
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pajak daerah Iamnya, R e

pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

f pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tuﬁas dan fung31 d1 f
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan;.‘_'_':' e
berimotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan laeberatan dan sengketa s

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan '

g pemberian swmn dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkerzaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajk kendaraan: bermotor dan bea‘ S
balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lalnnya pe1t1mbangan:: i S

keberatan dan sengketa pajalk;

h. pelak sanaan monitoring, evaiuas1 dan pelap()lan terhadap pelaksanaan;: :
tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama T
kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbaﬁgan kebel atam dan S A

sengketa pajak; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dz bldang pa_]ak

sesuai Letentuar;p&ratmanmperundmag-uﬁdaﬂga:nw*—ﬂ
RO k TRIAHGEAT T A : v HHT A

CE T T
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Pasal 17

{1) Bidang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membavwahi:

a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor; dan

b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pajak.

Pasal 18

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanak an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub

Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana Kerja Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan Kkebijakan teknis di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendaraan bermotor;

d. pelaksanzaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
bermotor;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bhidang berkenzan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak k endaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 20

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang pajk daerah lainnya serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub
Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pajak daerah lainnya;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pajak daerah lainnya;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;

g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan
oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak,
Dana Perimbangan

Pasal 22

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badaur.

Pasal 23

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di
bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan,
serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak,
dana perimbangan.
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Pasal24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,-'Bidaﬂg' '

Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimba;nga‘n

mempunyal fungsi :

a.

b.

e

(1)

(2)

Sub Bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( j huruf 8,
mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebuakan:'_ o
teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan’ kégiatan sesuai o

penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagl .
Hasil Pajak, Dana Perimbangan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ret'ribusi,"'
pendapatan lain-lain, dan bagi hasil pajak, dana perimbangan;

penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di b‘idémg g

retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai -
ketentuan peraturan perundang-undangar; '

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di .bidang' £

retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai :
k etentuan peraturan perundang-undangan, _
pengoordinasian terhadap pélaksanaan tugas di Dbidang retribusi,
pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;

pembinaan dan pengavvasan terhadap pelaksanaan tugas dan 'ft111gsi_ i 8 -
bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan- o

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan . -

dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi X
hasil pajak, dana perimbangan; : |

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 'terhadap' "fﬁ'elaksafiéaﬁ

tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bag1 hasil pajak R

dana perimbangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan - ch bldang -
retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana pemmbangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana: .

Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membawahi: -
a. Sub Bidang Retribusi; dan
b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dzplmpm
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di  bawah dan "~ -
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan La;n~Lam- FE

Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan.

Pasal 26

dengan tugas dan fungsmya.

T i : o : P
‘ L [ prpaniiey carEa L L b |
t !éi::a_-;uzs-s | P B KA ' !
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Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub
Bidallg Retribusi mempunyai fungsi :

a. peliyusunan rencana kerja Sub Bidang Retribusi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang retribusi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;

pelak sanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan retribusi dan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang retribusi;

f. pemberjall saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;

g.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fuligsi di bidang retribusi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi vang diserahkan oleh Kepala
Bidang.

Pasal 28

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpu! dan mengolab
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana
perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub

Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana Kkerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana
Perimbangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajakdana
perimbangan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub
urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

b
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g pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1&13(5’1‘31‘1'. .tel“haaép.
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak,dana
perimbangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan yang
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 30

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1} huruf e, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.

Pasal 31

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan
Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data
sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut,
monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan
pengendalian.

Pasal32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang

Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem
Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
pengembangan  pendapatan, data sistem informasi pendapatan,
pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

c. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
pengembangan  pendapatan, pengolahan data  sistemm  informasi
pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan
evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;




g

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan sebagaimana . dlmaksud dalam'.}__:'_ 2h
Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan' o
perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan serta e

~-16-

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, penﬁendahan dan tmdalc::-:
lanjut hasil pemeriksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi

pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan adminitrasi pendapatan dan:- S
materil, serta pengendalian administrasi keuangan, baremg da.n pegawaa

sesuai ketentuan peraturan perundang-unde.ngan;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah d1 bldang:_f_ Fe
pengembangan  pendapatan, sistem informasi pendapataﬂ ' Serta--

pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan pm atm an'
perundang-undangan; : : '

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang: pengembangan o o
pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendahan R

dan tindak lanjut;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 di SRR
bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta:' IR
pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan I

perundang-undangan;

pemberian saran dan per tmttbangan kepada Kepala Badan berk&naan”

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatar_l,_ 31_8tem e

informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut; |

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan. pelaporan terhadap pe}aksanaanrf3'3E
tugas di bidang pengembangan pendapatan, sistem mforma.sa p@ndapatan--_'- SRR

serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di - bldang';'f: i L
pengembangan  pendapatan;, sistem  informasi, pembmaan : -’dan_”_f.]

pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundarlg—undangan

Pasal 33

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasz, _ Pembmaan dan'- e

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membawahl
a. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan, dan’

b. Sub BRidang Sistern Informasi Pendapatan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 'dipimpih.blé}iseei émg' e
Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan’ bertanggunh}awab kepada"- ey
Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Infoz"rnam, Pembmaan e

dan Pengendalian.

Pasal34

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan f ungsinya.
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Pasal3b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub" o

Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi : _
a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

b. pengumpulan, pengolahan bashan dan perumusan kebuakan tekms d1 S

bidang pengembangan pendapatan;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang 5 pehgémbangaﬁ e o

pendapatan;

d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan - dan pelayanan B

umum di bidang pengembangan pendapatan sesuai ketentuan pera‘{uran- o

perundang-undangan;

e. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pendapata_n :-'-'daeréh,'f-_; |
optimalisasi dan penggalian potensi serta penyusunan data  realisasi .~ ="
pendapatan asli daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan meialm sm*vey”f SRR

kepuasan masyarakat;

f.  penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan balian pelaksanaan alokasz
target pendapatan daerahbahan evaluasi pendapatan ‘daerah, bahan .

pelaksanaan penyusunan analisa pendapatan, dan. bahan rancangan .

dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerj gasama dan p1 oduk_"_ '
hukum bidang pendapatan; : :

g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan’ fungssz d1 B

bidang pengembangan pendapatan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala- Bldang berkenaan R

dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan _' S

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan. laporan terhadap ..
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapat o da

j. pelaksanaan fungsi lain di- bidang pengembangan pendapatan yang" e

diseralikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ~ =
Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugds mengumpul,’ mengolah dan G
merumuskan bahan kebijakan teknis di' bidang pengolahan . data szstem_-- B

informasi pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan- kegaatan sesuaz L

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud daiam Pasal 36 Sub ;

Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi: .

a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sistem Inf ormasi Pendapatan

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakaﬂ tekms d1 .

bidangsistem informasi pendapatan;

¢. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang S'iSte'mr' :ﬁinfofmasi o

pendapatan;




d. pelaksanaan unsur penun Jang urusan pemermtahan '...'.dan pelayanan _
umum di bidang sistem mforrnasz pendapatan b&SLlal ketentu' : peratul an_f
perundang-undangan,; R EEER :

e. penylapan bahan pelaksanaan peng—;embangan 1ancang _:bangun _
pemanfaatan sistem informasi pendapatan yang terdm darlnperencanaan,--_
pelaksanaan dan momtormg database pr og1 am: dan aplﬂ{aSl "Ja't.lngan '
perangkat computer/server dan pendukung lamnya ' "

f.  pelaksanaan perawatan dan penoamanan szbtem probcrram, aphkasz dan
jaringan, evaluasi sistem; program dan aphkas1, penyt_ '
Operasional Prosedur sesuai lmgkup tugas ' e

g. pelaksanaan integrasi’ Slstem mfm masz pendapaian dengan sisterm
informasi lain, penghnnpunan dan peng]nputan data nﬂa:i Jual enitlaraar
bermotor, pemantauan dan perbaikan sistem, program dan apizkas
diseluruh Unit Pelaksana Tekms Pelaymman Pendapatan Da.erah :

h. pengendalian dan pendawasan terhadap pelaksanaan tuga ' 'da.n' Sfunigsi
bidang sistem informasi pendapatan ' SRR

i. pemberian saran dan pertxmbangan kepada Kepala Bldang__ > :
dengan tugas dan fungsi di bldaﬂg Slstem 111formas1 pendapatan' .

] pelaksanaan monitori ing, evaluam dan penyusunan

diserahkan oleh Kepala: Bidang

Baglan Kedelapan
Umt Pelakbana Tekﬁlb

. 'Pasa} 38 :

atau kegiatan teknis penun ja.ng Bapenda

{2) Unit Pelaksana Teknis sebagalmana dzrnaksud pada ayat (1), ¢
seorang Kepala UPT yang ber&da di bawah dan bertanggung]a wab kepada
Kepala Badan melalui Sekr etans R

Pembentukan, Susunan Orgamsasz,. Tugas dan I‘unasg serta Ta :
Unit Pelaksana Teknis pada Bapenda: dltetapkan dengem Peratur an (}ubemm
sesuai ketentuan peraturan pelundang undangan




Bagian Kesembﬂan T
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungszonal e
Pasafi 40

(1) Kelompok Jabatan fungsmnai sebagalmana dlmaksud cialam Pasal ' :
ayat (1) huruf h, yang: d1angkat berdasarkan penyetaraan Ja‘bai‘can:-'-
melaksanakan tugas dan ungsn Jabat&n Adnnmstiam _berkanan dengan
pelayanan teknis fungswnal ' ' L '

(2} Pengangkatan dan- pelantlka,n meialul penye‘taraan jabatan dﬂakuka
sesuai dengan rekomendasi: penetapan persetu juan __dam'-‘: ke
terkait sesuai ketentuan. pera‘turan pe;i urxdang undangan

dan/atau penghapusan . Jabatan- Admmzs’crasz ke
Fungsional, dapat d1tetapkan Koordinator dan/atau_’:Sub__' Koordmater;
Ke}ompok Jabatan Fungsmnal untuk tugas atau f ung '

dltun julk,
mengatur tentang Koor dmatof dan/atau Sub
Fungsmnal R IRt TR

peraturan perundang- undangan i

Pasal 41

Fungsmnal

deompok J abatan :

secara langsung kepada Pe;abat Plrnpman nggz
Administrator, atau Pegabat Pengawas yang mem1hk1 1& eterl

memiliki  tugas membenkan pelayanan fungsmnal
keahlian dan keterampﬂan sesual : b
undangan. :

(3) Jenis dan jumliah Jabata_n Fungsmnal dltetapkan
peraturan perundanmundangaﬁ '




e 20_ e

Pasai 42

Pada masa transisi,

(1)

Pe}abat Admlmstras; y ahg .._.:; R

sebelummnya sampai . dengan dltetapkannya

perundang-undangan - mengenal ketentuan penghasﬂai

Jabatan.

Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatm1 meng1kut1 peratu:tan e ___undang_

undangan yang mengatur mengenm kelas Jabatan I"‘ungsmﬂai tersebu

BAB EV
KEPEGAW AIAN

Pasal 43

{1) Kepala Badan diangkat dan d1berhent1kan oleh C‘rubﬂ"nu : _damPeg
yang memenuhi persyaratan ‘sesuai ketentuan peraiuran perundang

undangan.

syarat dan 1<ompeten31 Jabatan SesuaJ keteﬂtuan peratura
undangan. U '

Pegawai ASN dalam suatu Jabatan dlsesualkan "':ciehgan ketentuan

peraturan perundang- undanga;m e e

(5) Formasi Pegawai ASN di Imgkungan Bapenda d1susun Se 8 1{'
peraturan perundang-undangah : : S :

Pasai 44

(1} Pejabat Administrasi yang mengalamI Penyetaraan Jabatan melak anakan .

mekanisme koordinasi dan pengelcﬁaan keg1atan sesua.l" dengan bidan

tugasnya, sampai dengan peraturan yang menga‘cu

penyederhanaan b1rokras1 berlaku




(2)

(8)
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Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglataﬁ Sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian 'keweﬂaﬁ_gan- :
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan .'
ketentuan peraturan perundang-undangan. | -
Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan -.se'bagaiirhaﬁé{' '
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagal unsur utama meliputi tugas pokok dan

pengembangan profesi.

Pasal 45

Penganglkkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi 'ke dalam

Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan seteiah B
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkazt sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapUSan i
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat dltetapkan
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan }xepala"_ B

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan per undang undangan

Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan]

kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaxmana.gf: =
dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepa}a_:_'

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang»undangan

BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 46

Kepala Badan wajb melaksanakan tugas memlmpm membma 5 :
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan member 11{331 peum Juk ker Ja

kepada bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admmzstram darl Pejabat'_'-:_-': i
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, miegram dan’
sinkronisasi, baik di lingkungan Bapenda maupun antar Perangkat Daelah's_' L

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.




(3)

(1)
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Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi_'peﬁga‘t'méh |
di lingkungan Bapenda dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Laporan
Pasal 47

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan  penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinefja kepada Gubernur
melalui  Sekretaris Daerah s€cara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentUan peratUran perundang-undangan,

Setiap Pejabat di lingkungan Bapenda wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang difterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB vVl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Bapenda ditetapkan
oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilifasi terhadap penataan
organisasi Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar.
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(3) Kepala Badan wajib memberlkan dukungan dan ker;a sama’ daiam Ens
keglatan pembinaan dan  pengendalian - {)rganisasi Bapenda sesua; e

ketentuan peraturan perundang- undangan

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fi ungsmya agar seluruh Pejabat' o - o S
Administrasi dan Pejbat Fungsional berpedoman pac{a ketentuan: ST

peraturan perundang—undaugan

BAB VI )
KETENTUAN PERALIHAN

" pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai -ber laku Pegawai ASN ya;ﬁg':fi_ -
melaksanak an tugas pada Bapenda tetap melaksanakan tugasnya sepanjancr' G el

belum ada penugasan yang baru dari Pegaba‘t Pembm& I&epegawalan

BAB IX R
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 51 -

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber}alm Peraturaﬂ Gubex mu‘ Nomor:_;:j

65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan- Orgamsam, Tugas dan Pungs:t;-ﬂ o

serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah - Provmm Kahmani:m Barat (Eez ita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor' ) dlcabut d31
dinyatakan tidak berlaku. ' S

; - Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai ber 1al~:u pacia tanggai dmndangkan _: o -

Agar setiap orang mengetahumya memerintahk an- pengundangan__Peratura_n':_f_'
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Bel :ﬁa Daerah Prov"‘ns:t :
Kalimantan Barat. SR ' -

D1tetapkan d1 Pomiaﬂak”“-"? S
pada tanggal g;« i
A GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

L SUTARMIDIT
Diundangkan di Pontianalk o Lo
pada tanggal %p T,
SEKRETARIS DAERAH

PRO Vl?f KALIMANTAN BARAT, |

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR .~
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